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ABSTRAK 

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN 

PREMANISME DENGAN MODUS 

 PARKIR LIAR 

 

(Studi Kasus di Polresta  Bandar Lampung) 

Oleh 

Agri Natasia Br Perangin-Angin 

 

Parkir liar merupakan salah satu bentuk kejahatan premanisme berupa pungutan 

tanpa izin dan penguasaan lahan secara tidak resmi. Praktik tersebut tidak hanya 

mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak pada hilangnya potensi 

pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Kondisi ini menunjukkan perlunya 

penanganan yang serius dari aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan kejahatan premanisme 

dengan modus parkir liar dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat 

aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan premanisme dengan modus 

parkir liar. 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan 

yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota Satreskrim Polresta 

Bandar Lampung, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung, Kasi Pengamanan Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Bandar 

Lampung, Pelaku Parkir Liar dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah teori upaya penanggulangan kejahatan dan teori penghambat 

penanggulangan kejahatan. 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh 

keimpulan mengenai upaya kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan 

premanisme dengan modus parkir liar yang dilakukan mulai dari penyuluhan 

hukum dan pembinaan masyarakat (pre-emptif), patroli rutin dan operasi gabungan 

lintas instansi (preventif), hingga penindakan terhadap pelaku yang memenuhi 

unsur pidana sesuai Pasal 368 dan 351 KUHP (represif). Faktor-faktor penghambat 

adalah Penegak hukum yang dinilai masih belum berkoordinasi 
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dengan baik dalam pembagian tugas dan penyebaran informasi terkait titik titik 

parkir liar dilakukan sehingga penertibannya sedikit terkendala, faktor sarana dan 

fasilitas yang belum lengkap yaitu belum tersedianya CCTV di banyak titik untuk 

mempermudah pengawasan,faktor masyarakat yang kurang kesadaran dan 

kepedulian dalam penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus parkir liar 

dan faktor budaya yang belum sadar akan pentingnya penegakan hukum. 

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya  pemerintah daerah melakukan revisi 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Perparkiran, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengembangkan program 

pelatihan bagi juru parkir liar agar dapat bekerja secara legal. Perlu adanya 

pengaturan tegas akan sanksi pelaku parkir liar sehingga menimbulkan efek jera 

bagi pelaku, serta peningkatan fasilitas yang memadai dalam pengawasan berbagai 

daerah yang menjadi titik rawan parkir liar. 

 

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Premanisme, Parkir Liar 



 

 

ABSTRACT 

EFFORTS TO COMBAT CRIMINAL GANGSTERISM 

USING THE MODUS OPERANDI OF 

 ILLEGAL PARKING 

(Case Study at the Bandar Lampung Police Headquarters) 

By 

Agri Natasia Br Perangin-Angin 

 

Illegal parking is a form of thuggery involving unauthorized fees and unofficial 

land control. This practice not only disturbs public order, but also impacts the loss 

of potential local revenue from parking fees. This situation highlights the need for 

serious action by law enforcement agencies. In response to this crime, the Bandar 

Lampung Police have taken preemptive, preventive, and repressive measures. The 

research questions in this study are: how to combat thuggery in the form of illegal 

parking, and what factors hinder law enforcement agencies in combating thuggery 

in the form of illegal parking. 

The approaches used are normative juridical and empirical juridical. The research 

sources consist of members of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation 

Unit, the Head of the Bandar Lampung City Transportation Agency Parking 

Division, the Head of Security for Public Order at the Bandar Lampung Public 

Order Agency, illegal parking perpetrators, and criminal law academics from the 

Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection was carried out 

through literature study and field study, and the data was then analyzed 

qualitatively. The theories used in this thesis are the theory of crime prevention 

efforts and the theory of crime prevention barriers. 

Based on the research and discussions that have been conducted, conclusions have 

been drawn regarding police efforts to combat thuggery in the form of illegal 

parking, ranging from legal education and community guidance (pre-emptive), 

routine patrols and joint operations across agencies (preventive), to taking action 

against perpetrators who meet the criminal elements under Articles 368 and 351 of 

the Criminal Code (repressive). The inhibiting factors are law enforcement officers 

who are considered to still not coordinate well in the division of tasks and 

dissemination of information related to illegal parking spots, so that enforcement is 

slightly hampered, incomplete facilities and infrastructure, namely the lack of  
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CCTV cameras at many locations to facilitate surveillance, a lack of public 

awareness and concern regarding the prevention of thuggery in the form of illegal 

parking, and a cultural lack of awareness regarding the importance of law 

enforcement. 

The recommendations in this study are the need for the local government to revise 

Regional Regulation No. 10 of 2017 concerning Parking Management, strengthen 

inter-agency coordination, and develop training programs for illegal parking 

attendants so that they can work legally. There needs to be strict regulation of 

sanctions for illegal parking offenders to create a deterrent effect, as well as an 

increase in adequate facilities for monitoring various areas that are prone to illegal 

parking. 

 

Keywords: Mitigation Efforts, Thuggery, Illegal Parking 
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“No. body knows how much you cried, but God does. You will overcome this 

because God with you in your battle” 

 

Psalm 34:17-18 

 

 

 

 

“God knows the right time, the right place, the right person, and the right 

answer to your prayers” 

 

Ecclesiastes 3:11 

 

 

 

 

“Surely there is a future, and your hope will not be cut off” 

 

Proverbs 23:18 
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I PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk premanisme yang paling lazim ditemui di wilayah perkotaan 

adalah parkir liar, yaitu praktik penguasaan area publik atau fasilitas umum secara 

ilegal oleh oknum tertentu untuk menarik pungutan parkir dari masyarakat. Dalam 

praktiknya, modus ini sering kali dibarengi dengan pemaksaan, intimidasi, bahkan 

ancaman kekerasan. Meskipun terlihat sebagai pelanggaran ringan, parkir liar 

adalah bentuk kejahatan premanisme yang terorganisir, merampas hak masyarakat 

atas ruang publik, serta melecehkan kewenangan hukum yang seharusnya 

melindungi kepentingan umum. Tindakan ini masuk dalam kategori tindak pidana 

pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan dapat pula dikualifikasikan sebagai pungutan liar (pungli). 

Fenomena parkir liar bukanlah hal baru. Di berbagai kota besar, termasuk Kota 

Bandar Lampung, praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari 

masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Kawasan pasar, terminal, pusat 

perbelanjaan, dan jalan-jalan strategis sering dikuasai oleh individu atau kelompok 

yang tidak memiliki izin resmi, namun memungut bayaran dengan dalih jasa parkir. 

Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 

2017, penyelenggaraan parkir wajib berada di bawah pengawasan dan izin 

pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaan parkir liar tidak hanya melanggar 

hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan keresahan 

sosial bagi masyarakat. Lebih dari itu, persoalan parkir liar juga mencerminkan 

ketimpangan sosial dan lemahnya kontrol sosial, yang dapat dijelaskan melalui 

pendekatan kriminologis.  
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Teori Disorganisasi Sosial (Shaw & McKay) menjelaskan bahwa kawasan dengan 

tingkat kepadatan tinggi dan lemahnya institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, 

dan penegak hukum menjadi tempat tumbuh suburnya kejahatan termasuk 

premanisme. Sementara itu, Strain Theory (Merton) mengungkapkan bahwa 

ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan ekonomi melalui jalur legal 

mendorong mereka untuk mencari alternatif, termasuk melalui tindakan ilegal 

seperti parkir liar. Di sisi lain, Teori Kontrol Sosial (Hirschi) menunjukkan bahwa 

semakin lemah keterikatan individu terhadap nilai hukum dan norma sosial, 

semakin besar kemungkinan mereka melakukan pelanggaran. Parkir liar juga erat 

kaitannya dengan persoalan ketimpangan kekuasaan dan penegakan hukum, yang 

dapat dijelaskan dengan Teori Konflik.  

Hukum kerap kali bekerja tidak setara, pelaku premanisme kelas bawah lebih 

mudah ditindak, sementara aktor intelektual atau oknum yang membekingi mereka 

sering tidak tersentuh hukum. Teori Labeling juga relevan, karena masyarakat 

kerap kali menstigma pelaku sebagai “penjahat jalanan,” padahal masalah 

struktural yang melatarbelakanginya justru diabaikan. Polresta Bandar Lampung 

sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota telah melakukan berbagai upaya 

dalam menangani kejahatan premanisme bermodus parkir liar. Langkah-langkah 

tersebut mencakup pendekatan preventif seperti penyuluhan hukum dan patroli 

rutin, pendekatan represif melalui operasi penertiban dan penangkapan pelaku, serta 

pendekatan preemtif yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan. 

Namun demikian, efektivitas penanganan ini masih terkendala oleh berbagai faktor, 

seperti keterbatasan personel, belum optimalnya koordinasi antarinstansi (terutama 

dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP), serta rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat.1  

Hingga saat ini, kajian-kajian akademik yang menyoroti premanisme umumnya 

masih terfokus pada aspek makro dan sosiologis, atau bersifat normatif teoretis. 

Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi aparat kepolisian dalam 

 
1 Rio Alhadid, Peranan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Memberantas Pungutan 

Liar di Kota Palembang (Studi Kasus di Polresta Palembang), Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021. 
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menanggulangi premanisme bermodus parkir liar di tingkat daerah terutama dengan 

pendekatan empiris berbasis studi kasus masih sangat terbatas. Padahal, 

pemahaman empiris terhadap strategi, hambatan, dan dinamika sosial dalam 

penanganan premanisme sangat penting sebagai bahan evaluasi hukum dan 

kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Permasalahan premanisme dengan 

modus parkir liar tidak dapat dilepaskan dari konteks ketimpangan sosial dan 

ekonomi yang menjadi akar dari perilaku menyimpang tersebut. Dalam banyak 

kasus, pelaku parkir liar berasal dari kalangan masyarakat marginal yang 

mengalami keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, pendidikan yang 

rendah, serta minimnya akses terhadap layanan sosial dasar. Hal ini diperkuat oleh 

temuan-temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kriminalitas, 

termasuk kejahatan jalanan seperti premanisme, cenderung meningkat di 

lingkungan dengan karakteristik ekonomi yang lemah dan struktur sosial yang 

longgar. Keterbatasan daya jangkau aparat terhadap wilayah-wilayah publik yang 

rawan kejahatan juga menjadi celah bagi tumbuh suburnya praktik pungutan liar. 

Dalam konteks parkir liar, ketidakhadiran petugas Dishub maupun Satpol PP secara 

kontinu di titik-titik strategis memberi peluang bagi kelompok informal untuk 

memonopoli lahan parkir dan melakukan pemungutan secara ilegal. Padahal, 

keberadaan mereka sering kali diketahui publik secara luas, termasuk oleh aparat, 

namun penindakan belum berlangsung optimal.2  

Premanisme dalam bentuk parkir liar bukan sekadar pelanggaran hukum 

administratif, tetapi telah melibatkan aspek pemerasan dan kekerasan, yang 

termasuk ke dalam kategori tindak pidana murni. Oleh karena itu, pendekatan 

terhadap kejahatan ini harus bersifat multidimensional. Pendekatan hukum pidana 

saja tidak cukup, karena tindakan premanisme kerap kali muncul kembali setelah 

penangkapan, bahkan dalam pola dan jaringan yang lebih kompleks. Premanisme 

memiliki sifat resiliensi sosial yang tinggi ia mampu beradaptasi dengan kebijakan 

hukum yang diterapkan, serta kadang bertransformasi menjadi bentuk lain yang 

lebih tersamar, seperti kerjasama terselubung antara pelaku dan oknum aparat 

 
2 Fika Aulia Rahman dan Rizka Nurzaman, “Premanisme dan Ketimpangan Sosial di Perkotaan: 

Studi Kasus Parkir Liar di Jakarta,” Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 15, No. 1 (2021) 
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setempat.3 Selain itu, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir 

resmi masih menyisakan banyak persoalan. Pemerintah daerah sering kali kesulitan 

mengelola sistem parkir karena minimnya data akurat mengenai zona parkir legal 

dan ilegal, serta keterbatasan personel pengawas di lapangan. Ketidakefisienan 

birokrasi turut menjadi faktor penyumbang lambatnya reformasi sistem parkir dan 

perlindungan ruang publik. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga merasa enggan 

melaporkan praktik pungutan liar karena khawatir terhadap intimidasi atau bahkan 

tidak percaya terhadap aparat hukum yang dianggap tidak akan menindaklanjuti 

laporan mereka.  

Penanggulangan kejahatan idealnya tidak hanya mengandalkan instrumen hukum 

pidana sebagai ultimum remedium, tetapi juga harus memaksimalkan sarana non-

penal seperti rekayasa sosial, pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan 

pembinaan masyarakat.4 Dalam hal ini, negara harus mampu membangun sistem 

deteksi dan respons yang cepat terhadap gejala awal premanisme, khususnya yang 

menyasar sektor-sektor publik vital seperti parkir, transportasi, dan pasar. 

Pertumbuhan urbanisasi dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota-

kota besar seperti Bandar Lampung, ruang parkir menjadi salah satu komoditas 

ruang yang sangat rentan disalahgunakan. Peningkatan volume kendaraan yang 

tidak diimbangi dengan infrastruktur parkir yang memadai menciptakan celah 

ekonomi informal yang cepat diisi oleh aktor-aktor non-formal, termasuk pelaku 

premanisme. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan premanisme 

tidak dapat dilepaskan dari perencanaan tata ruang kota dan manajemen transportasi 

yang lebih inklusif dan berkeadilan.5  

Pendekatan restoratif (restorative justice) juga menjadi salah satu alternatif yang 

dapat dipertimbangkan dalam penanggulangan premanisme parkir liar. Pendekatan 

ini menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial antara pelaku dan masyarakat, 

bukan semata-mata penghukuman. Upaya ini bisa dilakukan melalui mediasi, 

rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan eks-pelaku premanisme agar tidak kembali 

 
3 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986). 
4 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology (Deventer: Kluwer, 1973). 
5 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media, 2013). 
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ke pola hidup lama. Namun tentu saja, pendekatan ini hanya dapat berhasil jika 

dilakukan dalam kerangka sistem yang terintegrasi dan didukung oleh semua 

elemen, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. 

Fenomena premanisme parkir liar juga erat kaitannya dengan lemahnya kehadiran 

negara dalam mengelola ruang-ruang publik secara adil dan tertib. Keadaan ini 

menciptakan “ruang abu-abu” di mana otoritas formal kehilangan kontrol, dan 

digantikan oleh kekuasaan informal yang dikuasai oleh aktor-aktor lokal seperti 

preman.  

Konsep state failure in urban governance menunjukkan bahwa ketika institusi 

formal gagal mengelola ruang kota secara inklusif, maka kekosongan kekuasaan 

tersebut akan segera diisi oleh aktor informal yang menawarkan “jasa ketertiban” 

melalui cara-cara koersif.6 Dalam konteks premanisme parkir liar, pelaku tidak 

hanya mengambil peran sebagai pengatur parkir, tetapi juga sering bertindak 

sebagai “penjaga keamanan semu” di kawasan tertentu, walaupun peran itu 

dijalankan tanpa legitimasi hukum. Keberadaan mereka sering dianggap biasa oleh 

masyarakat karena tidak adanya alternatif legal yang memadai. Akibatnya, tindakan 

melanggar hukum ini tidak hanya berlangsung lama, tetapi juga terlembagakan 

secara sosial. Konsep ini dalam kriminologi dikenal sebagai normalized deviance, 

yaitu suatu kondisi ketika perilaku menyimpang menjadi diterima sebagai hal yang 

wajar.7 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan premanisme tidak 

cukup hanya melalui operasi penertiban temporer yang bersifat reaktif, tetapi harus 

dibarengi dengan strategi jangka panjang yang menyentuh dimensi sosial dan 

ekonomi masyarakat. Pendekatan represif tanpa strategi rehabilitatif justru 

seringkali memunculkan dampak lain, seperti relokasi pelaku ke wilayah lain atau 

munculnya bentuk kejahatan baru yang lebih tersembunyi. Karena itu, diperlukan 

pendekatan kebijakan yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan 

pemberdayaan secara simultan.8  

 
6 Sri Yunanto, “Governance Failure dan Premanisme di Perkotaan,” Jurnal Keamanan Nasional, 

Vol. 7, No. 2 (2021). 
7 Diane Vaughan, The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at 

NASA (Chicago: University of Chicago Press, 1996). 
8 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media, 2013). 
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Upaya preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat memiliki peranan 

penting dalam mengubah pola pikir permisif terhadap praktek pungli. Namun dalam 

realitasnya, program-program penyuluhan hukum sering kali belum menyentuh 

masyarakat kelas bawah secara efektif. Hal ini diperparah dengan minimnya 

partisipasi masyarakat dalam sistem pelaporan dan pengawasan sosial. Banyak 

warga merasa tidak berdaya atau tidak percaya bahwa pelaporan mereka akan 

ditindaklanjuti oleh aparat. Rasa apatis ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan 

(distrust) terhadap institusi hukum yang seyogianya menjadi pelindung 

masyarakat.9 Dalam kacamata teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis 

Hirschi, rendahnya keterikatan individu terhadap institusi sosial seperti keluarga, 

pendidikan, agama, dan hukum akan mendorong meningkatnya peluang terjadinya 

pelanggaran hukum. Oleh karena itu, intervensi terhadap premanisme harus pula 

melibatkan penguatan struktur sosial dasar yang menjadi pilar kontrol sosial 

informal di masyarakat.10 Hal ini mencakup pembinaan juru parkir legal, pemberian 

insentif bagi komunitas warga yang aktif melaporkan pelanggaran, serta pelibatan 

tokoh masyarakat dalam forum dialog hukum di tingkat kelurahan. 

Dari sisi kebijakan hukum, pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi antara 

regulasi pusat dan lokal agar penindakan terhadap parkir liar dapat dilakukan secara 

lebih efektif. Saat ini, regulasi sering kali tumpang tindih atau bahkan tidak 

memiliki sanksi yang cukup kuat untuk memberikan efek jera. Dalam hal ini, peran 

legislator lokal dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang responsif 

terhadap kejahatan jalanan menjadi krusial. Perda tidak hanya harus mencantumkan 

larangan terhadap praktik pungutan liar, tetapi juga memberikan kerangka kerja 

bagi koordinasi antarinstansi.11 Kelembagaan penegakan hukum, seperti Polresta 

dan Satpol PP, juga perlu diperkuat dari segi kapasitas sumber daya dan koordinasi. 

Masih banyak kasus di mana kewenangan antarinstansi saling lempar tanggung 

jawab dalam penanganan kasus parkir liar. Ketiadaan protokol bersama membuat 

operasi penertiban menjadi sporadis dan tidak berkelanjutan. Bahkan dalam 

 
9 Haris Azhar, “Distrust terhadap Aparat Hukum dan Implikasinya terhadap Partisipasi Hukum 

Warga,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 19, No. 3 (2015). 
10 Travis Hirschi, Causes of Delinquency (Berkeley: University of California Press, 1969). 
11 I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah dalam 

Penegakan Perda,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 2 (2019). 
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beberapa kasus, pelaku premanisme justru kembali ke lokasi dalam hitungan hari 

setelah dilakukan razia, menunjukkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi 

terhadap tindakan penegakan hukum.12 Kehadiran teknologi juga dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemberantasan parkir liar. Sistem 

digitalisasi parkir dengan pembayaran nontunai berbasis QR code, penggunaan 

CCTV di titik rawan, dan pelibatan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis 

Android dapat menjadi inovasi yang mendukung penegakan hukum. Namun, 

implementasi teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital 

masyarakat dan keandalan infrastruktur pemerintah daerah dalam mengelolanya. 

Fenomena kejahatan premanisme dengan modus parkir liar masih menjadi 

persoalan serius di Kota Bandar Lampung. Salah satu kasus yang mencerminkan 

problematika tersebut terjadi di Terminal Rajabasa, sebuah terminal utama yang 

menjadi pusat aktivitas transportasi publik di wilayah tersebut. Pada pertengahan 

Juni 2021, Polresta Bandar Lampung melakukan razia sebagai respons terhadap 

instruksi Kapolri dalam upaya pemberantasan premanisme di ruang-ruang publik. 

Dalam razia tersebut, sejumlah individu yang mengaku sebagai juru parkir 

diamankan karena melakukan praktik pemungutan uang secara tidak sah. Mereka 

mengenakan tarif  tanpa dasar hukum dan tidak memberikan karcis parkir resmi, 

bahkan sering kali melakukan intimidasi terhadap sopir angkot maupun pengendara 

pribadi yang menolak membayar. Aksi ini menimbulkan keresahan serius, 

khususnya bagi pengemudi yang harus membayar pungutan liar setiap hari. 

Meskipun pihak kepolisian sempat mengamankan para pelaku dan melakukan 

pendataan, penegakan hukum belum dilakukan secara menyeluruh karena sebagian 

besar dari mereka hanya diberikan pembinaan ringan dan dilepaskan kembali.13  

Kasus serupa juga terjadi di kawasan Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, yang 

merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional di Bandar Lampung. Pada 

Januari 2023, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Satpol PP melakukan 

 
12 Luthfi Mutaqin, “Evaluasi Kinerja Satpol PP dalam Penanganan Premanisme,” Jurnal 

Administrasi Publik, Vol. 15, No. 1 (2022). 
13 Tribun Lampung. “Polisi Tangkap Preman Parkir Liar di Terminal Rajabasa.” 16 Juni 2021. 

https://lampung.tribunnews.com/2021/06/16/polisi-tangkap-preman-di-terminal-rajabasa 

Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB. 



8 

 

penertiban terhadap sejumlah juru parkir liar yang selama ini beroperasi tanpa izin 

resmi. Modus yang digunakan tidak jauh berbeda, yakni menarik tarif parkir tinggi 

antara Rp3.000 hingga Rp7.000 per kendaraan tanpa memberikan bukti 

pembayaran, serta sering disertai dengan ancaman verbal terhadap pengunjung 

pasar yang menolak. Aksi ini tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga 

berdampak langsung terhadap pendapatan para pedagang, karena konsumen 

menjadi enggan berbelanja di pasar akibat suasana yang tidak aman dan tarif parkir 

yang membebani. Meskipun aparat melakukan penertiban, keberadaan preman 

parkir liar tetap saja kembali muncul, yang mengindikasikan bahwa upaya 

penanggulangan belum bersifat permanen dan menyentuh akar persoalan.14 

Situasi yang tak kalah memprihatinkan terjadi di kawasan komersial Jalan Kartini, 

tepatnya di depan Toko Tani Indonesia Center. Pada Maret 2022, seorang warga 

mengunggah keluhannya di media sosial setelah mengalami intimidasi dari juru 

parkir liar yang mematok tarif hingga Rp10.000 untuk kendaraan roda empat. 

Ketika pengemudi mempertanyakan keabsahan tarif tersebut dan meminta karcis, 

pelaku malah melontarkan kata-kata kasar dan bersikap agresif. Peristiwa tersebut 

segera viral dan mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan yang kemudian turun 

ke lokasi untuk melakukan pengecekan.  

Hasilnya menunjukkan bahwa parkir di area tersebut memang tidak dikelola secara 

resmi. Meskipun petugas akhirnya memasang spanduk sosialisasi tarif resmi, tidak 

ditemukan langkah represif terhadap pelaku, sehingga praktik semacam ini rawan 

untuk terus berulang. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap 

praktik perparkiran di kawasan kota yang seharusnya aman dan nyaman bagi 

masyarakat.15 

 
14 Radar Lampung. “Juru Parkir Liar Ditertibkan di Pasar Panjang.” 15 Januari 2023. 

https://radarlampung.co.id/jukir-liar-ditertibkan-di-pasar-panjang/ 

Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB. 
15 Lampost.co. “Warga Mengeluh Parkir Liar di Jalan Kartini, Tindakan Tegas Masih Minim.” 10 

Maret 2022. 

https://www.lampost.co/berita-warga-keluhkan-jukir-liar-di-jalan-kartini.html 

Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB. 
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Kasus terakhir yang menjadi perhatian publik adalah peristiwa yang terjadi di 

kawasan Simpang Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, pada Agustus 2023. 

Seorang pria ditangkap oleh Tim Tekab 308 Polresta Bandar Lampung setelah 

aksinya viral di media sosial. Pelaku diketahui sering kali melakukan pungutan liar 

terhadap sopir angkot dan kendaraan pribadi, bahkan dengan ancaman akan 

merusak kendaraan apabila permintaannya tidak dipenuhi. Tindakan tersebut telah 

berlangsung cukup lama dan sangat meresahkan pengguna jalan, terutama karena 

dilakukan secara terang-terangan di area strategis kota. Masyarakat yang merasa 

terganggu akhirnya melapor ke kepolisian, dan tidak lama kemudian aparat berhasil 

menangkap pelaku.  

Penangkapan ini menjadi bukti bahwa praktik premanisme parkir liar telah 

memasuki tahap yang mengganggu ketertiban umum dan memerlukan penanganan 

yang lebih serius serta berkelanjutan oleh aparat penegak hukum.16 Dengan 

memperhatikan kompleksitas masalah premanisme parkir liar, penelitian ini 

menjadi penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi aparat 

penegak hukum di tingkat lokal.  

Studi ini akan menelaah bagaimana tindakan preventif, preemtif, dan represif 

dijalankan oleh Polresta Bandar Lampung, serta hambatan-hambatan yang dihadapi 

dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan menggali peran serta masyarakat dan 

instansi pendukung lain dalam menciptakan tata kelola ruang publik yang bebas 

dari premanisme. 

Berdasarkan alasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Upaya Penanggulangan Kejahatan Premanisme dengan Modus Parkir Liar 

(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”.  

 

 

 
16 DetikSumut. “Preman Parkir Liar Simpang Tamin Ditangkap Polisi Setelah Videonya Viral.” 4 

Agustus 2023. 

https://www.detik.com/sumut/berita/d-6844929/preman-parkir-viral-ditangkap-polisi 

Diakses pada 1 Juni 2025, pukul 21.10 WIB. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka permasalahannya dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan modus 

parkir liar? 

b. Apa sajakah faktor penghambat dalam pengurangan kejahatan premanisme 

dengan modus parkir liar? 

 

2. Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada Upaya 

Penanggulangan Kejahatan Premanisme dengan Modus Parkir Liar di Dalam 

Polisi Resor Kota. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

Polisi Resor Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilakukan pada tahun 

2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk menganalisis upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan 

modus parkir liar yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Bandar Lampung. 

b. Untuk menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam 

pengurangan kejahatan premanisme yang menggunakan modus parkir liar. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan 

penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan penjelasan serta 
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pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya 

yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan premanisme dengan 

modus parkir liat (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Penelitian ini 

juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas norma hukum pidana yang 

berlaku, termasuk menilai apakah ancaman pidana yang dikenakan terhadap 

pelaku kejahatan premanisme tersebut sudah memadai atau justru masih 

tergolong ringan dan belum menimbulkan efek jera yang optimal. Dengan 

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

konstruktif bagi pembuat undang-undang dan pemerintah dalam menyusun 

kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan mampu 

menjawab kebutuhan penegakan hukum di tengah masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan premanisme 

dengan modus parkir liar (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Selain 

itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah 

daerah maupun pusat sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan 

yang lebih tegas, preventif, dan represif terhadap praktik-praktik premanisme 

yang meresahkan masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi aktif 

dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik-

praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan sebuah kumpulan logis dari asumsi, ide, metode, 

aturan, prinsip, dan fakta, kerangka teori bertindak sebagai dasar, titik acuan, dan 

paduan untuk mencapai tujuan dalam penelitian.17 Selalu ada gagasan teoretis di 

balik setiap penelitian. karena teori dan kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan penyusunan data sangat erat kaitannya. Kerangka teori adalah 

 
17 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, 2020. 
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kumpulan dari berbagai anggapan, sudut pandang, prosedur, pedoman, aturan, dan 

informasi yang masuk akal secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai 

landasan, panduan, dan referensi untuk mencapai tujuan dalam penulisan atau 

penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoretis yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Premanisme parkir liar sebagai bentuk kejahatan jalanan merupakan gejala sosial 

yang terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Kejahatan ini 

berkembang seiring urbanisasi, dengan ciri adanya intimidasi oleh individu atau 

kelompok yang memanfaatkan ruang publik secara ilegal. Premanisme merugikan 

secara ekonomi dan menciptakan rasa takut serta ketidaknyamanan sosial.18 

Penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan 

hukum pidana (penal), tetapi juga harus mencakup strategi pencegahan (non-

penal). G. Peter Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal terdiri atas tiga 

pendekatan utama: pembentukan opini publik yang sehat terhadap kejahatan, 

penerapan hukum pidana, serta pencegahan tanpa hukuman.19 

 

Premanisme umumnya berakar pada persoalan struktural seperti kemiskinan, 

pengangguran, dan lemahnya kontrol sosial. Oleh sebab itu, pendekatan non-penal 

melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan 

kesadaran hukum menjadi penting dalam mengatasi akar permasalahan.20 Meski 

demikian, penegakan hukum tetap dibutuhkan sebagai kontrol sosial formal, 

namun harus dilaksanakan secara selektif dan proporsional. Hukum pidana harus 

menjadi ultimum remedium, bukan satu-satunya alat untuk menanggulangi 

kejahatan.21 

Sudarto membagi politik kriminal ke dalam tiga tingkatan, yaitu dalam arti sempit 

(aturan hukum pidana), luas (mekanisme kerja lembaga penegak hukum), dan 

 
18 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 
19 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology (Deventer: Kluwer, 1973). 
20 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2011). 
21 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1992). 
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paling luas (kebijakan negara dalam menegakkan norma sosial).22 Ketiganya perlu 

dijalankan secara terpadu agar sistem penanggulangan kejahatan menjadi efektif. 

Dengan demikian, strategi menghadapi premanisme harus bersifat integratif, 

menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Negara melalui aparat penegak 

hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bersinergi dalam menindak dan 

mencegah tindak kejahatan.23 Keberhasilan penanggulangan premanisme tidak 

hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, melainkan dari 

meningkatnya rasa aman publik serta partisipasi masyarakat dalam menjaga 

ketertiban.24 Strategi holistik ini pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan 

publik terhadap negara dan hukum serta menciptakan ruang publik yang aman dan 

manusiawi. 

 

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang berlaku, tetapi 

juga dipengaruhi oleh realitas sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam 

konteks premanisme dengan modus parkir liar, efektivitas penegakan hukum 

seringkali terhambat oleh faktor non-yuridis, seperti relasi kuasa informal, 

budaya permisif, serta persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat.25 

Keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: substansi 

hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya 

hukum.26 Kelima unsur ini saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. 

1. Faktor Substansi Hukum  

Peraturan yang tegas, jelas, dan akomodatif sangat diperlukan dalam 

menangani kasus premanisme. Ketidaktegasan regulasi, misalnya dalam 

 
22 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986). 
23 Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Teori Hukum dan Teori Pemidanaan Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2012). 
24 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan 

Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007). 
25 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013). 
26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2004). 
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perda retribusi parkir yang tidak mengatur larangan pengelolaan oleh pihak 

non-resmi, membuka celah bagi praktik pungutan liar.27 

2. Faktor Penegak Hukum  

Integritas dan profesionalisme aparat sangat menentukan keberhasilan 

penindakan. Dalam banyak kasus, aparat justru terlibat atau melakukan 

pembiaran terhadap pelaku premanisme karena konflik kepentingan.28 

3. Faktor Sarana dan Prasarana  

Keterbatasan fasilitas, seperti kurangnya kamera pengawas, kendaraan 

operasional, atau sistem pelaporan publik, turut melemahkan upaya 

penegakan hukum. Dukungan teknologi dan SDM yang andal sangat 

dibutuhkan.29 

4. Faktor Masyarakat  

Partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting. Masyarakat 

yang permisif cenderung membiarkan praktik ilegal berlangsung. Edukasi 

hukum dan saluran pengaduan yang efektif perlu ditingkatkan.30 

5. Faktor Budaya Hukum  

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam 

kasus premanisme parkir dan pungli sering dianggap wajar. Pembinaan 

budaya hukum melalui pendidikan dan penegakan hukum konsisten 

menjadi solusi jangka panjang.31 

 

 
27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992). 
28 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan 

Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007). 
29 Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Teori Hukum dan Teori Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2012). 
30 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 
31 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 



15 

 

2. Konseptual 

Peingeirtian koinseiptual meirupakan peimahaman abstrak teirhadap suatu oibjeik, 

peiristiwa, atau proiseis yang nyata. Koinseip dapat beirbeintuk deifinisi, ciri, kriteiria, 

atau unsur yang meinyusun suatu feinoimeina yang akan diteiliti. Dalam kointeiks 

peineilitian ini, koinseip-koinseip yang digunakan untuk meinjeilaskan toipik “Upaya 

Peinanggulangan Keijahatan Preimanismei deingan Moidus Parkir Liar” meiliputi 

peingeirtian dari istilah upaya, peinanggulangan, preimanismei, parkir liar, dan 

peineigakan hukum. Adapun uraian koinseiptual teirseibut adalah seibagai beirikut: 

a. Upaya adalah seigala beintuk usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk 

meincapai tujuan teirteintu seicara teireincana. Upaya meingandung arti usaha 

aktif yang dilakukan seiseioirang atau leimbaga dalam meinghadapi dan 

meinyeileisaikan suatu peirsoialan deingan meingeideipankan aspeik rasioinalitas 

dan eifeiktivitas.32 

b. Peinanggulangan meinurut Proif. Barda Nawawi Arieif dalam bukunya yang 

beirjudul “Bunga Rampai Keibijakan Hukum Pidana” meirupakan seigala upaya 

yang dilakukan seicara rasioinal dan sisteimatika untuk meinceigah dan 

meinanggapi tindak pidana. Dalam kointeiks hukum pidana, peinanggulangan 

seiring kali meincakup peindeikatan reipreisif (peinindakan), preiveintif 

(peinceigahan), dan prei-eimptif (peingeindalian dini).33 

c. Preimanismei adalah beintuk keijahatan jalanan yang dilakukan oileih individu 

atau keiloimpoik yang meilakukan peimeirasan, ancaman, dan keikeirasan untuk 

meimpeiroileih keiuntungan eikoinoimi atau keikuasaan soisial seicara ileigal. 

Preimanismei keirap diasoisiasikan deingan keikeirasan, doiminasi wilayah, seirta 

intimidasi teirhadap masyarakat umum, teirutama di wilayah publik seipeirti 

teirminal, pasar, dan loikasi parkir.34 

d. Parkir liar adalah keigiatan meimarkir keindaraan di teimpat yang tidak 

seimeistinya atau tanpa izin reismi dari oitoiritas beirweinang. Dalam praktiknya, 

parkir liar seiring dikeindalikan oileih pihak-pihak tidak reismi (preiman) yang 

 
32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2014). 
33 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010 
34 M. Diah Sulistyowati, “Premanisme dalam Perspektif Kriminologi: Studi Sosiologis Terhadap 

Perilaku Premanisme di Perkotaan”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2006. 
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meimungut biaya parkir seicara ileigal dari masyarakat tanpa dasar hukum yang 

sah.35 

e. Keijahatan meinurut Utreicht adalah peirbuatan yang oileih suatu aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam deingan pidana bagi siapa yang meilanggar 

larangan teirseibut. Deingan deimikian, praktik parkir liar oileih preiman dapat 

dikualifikasikan seibagai beintuk keijahatan, kareina meilibatkan unsur 

peimeirasan, peinguasaan wilayah publik seicara ileigal, dan peilanggaran hukum 

administrasi seirta pidana.36 

f. Peineigakan hukum adalah proiseis dalam sisteim peiradilan pidana yang 

beirtujuan untuk meimastikan bahwa peiraturan hukum yang beirlaku ditaati dan 

dilaksanakan oileih seiluruh eileimein masyarakat. Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, 

peineigakan hukum tidak hanya beirsifat meikanis-foirmal, meilainkan juga 

meirupakan suatu proiseis yang meinyangkut nilai keiadilan, keipastian hukum, 

seirta keimanfaatan hukum.37 

E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinulisan meimuat uraian keiseiluruhan yang akan disajikan deingan 

tujuan agar peimbaca dapat deingan mudah meimahami dan meimpeiroileih gambaran 

meinyeiluruh teintang peineilitian ini, adapun sisteimatika skripsi ini adalah seibagai 

beirikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini meinguraikan teintang latar beilakang, peirmasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan keigunaan peineilitian, keirangka teioiri dan koinseiptual, seirta sisteimatika 

peinulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meinguraikan teintang tinjauan pustaka yang meitiputi beirbagai peingeirtian 

atau teioiri yang beirkaitan deingan kajian meingeinai putusan hakim dan dasar 

 
35 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2012). 
36 Utrecht, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989 
37 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). 
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peirtimbangan hakim dalam meinjatuhkan  

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meinguraikan teintang beirbagai hasil peineilitian dan peimbahasan meingeinai 

upaya peinanggulangan keijahatan preimanismei deingan moidus parkir liar (Studi 

Kaus di Poilreista Bandar Lampung) 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab meinguraikan teintang hasil peineilitian dan peimbahasan meingeinai upaya 

peinanggulangan keijahatan preimanismei deingan moidus parkir liar (Studi Kasus di 

Poilreista Bandar Lampung) 

 

V. PENUTUP 

Bab ini beirisi keisimpulan yang meirupakan hasil dari peimbahasan pada bab-bab 

seibeilumnya yang meirupakan jawaban peirmasalahan beirdasarkan hasil peineilitian 

dan saran-saran yang diajukan pada pihak-pihak yang teirkait pada peineilitian ini. 

 

  



 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Koinseip tindak pidana meirupakan landasan utama untuk meimahami peirbuatan 

manusia yang dikualifikasikan seibagai keijahatan oileih hukum poisitif. Tindak pidana 

(deilik) pada dasarnya adalah peirbuatan yang oileih peiraturan peirundang-undangan 

pidana dinyatakan seibagai peirbuatan yang dilarang dan diancam deingan pidana 

bagi siapa saja yang meilanggarnya. Moieiljatnoi meinyatakan bahwa tindak pidana 

adalah suatu peirbuatan yang oileih undang-undang dilarang dan diancam deingan 

pidana, deingan syarat bahwa peirbuatan itu dilakukan oileih seiseioirang yang dapat 

dimintai peirtanggungjawaban pidana atas tindakannya teirseibut.38 Seicara umum, 

seitiap tindak pidana meimiliki dua unsur poikoik yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 

unsur oibjeiktif (actus reius) dan unsur subjeiktif (meins reia).  

Unsur oibjeiktif meirujuk pada peirilaku nyata dari peilaku, seipeirti tindakan meimaksa, 

meingancam, atau meilakukan keikeirasan dalam rangka meimpeiroileih seisuatu dari 

koirban, seidangkan unsur subjeiktif meincakup niat, keiheindak, atau keiseingajaan 

peilaku dalam meilanggar keiteintuan hukum.39 Dalam kointeiks keijahatan preimanismei 

yang beirwujud parkir liar, keidua unsur ini keirap teirpeinuhi, misalnya keitika peilaku 

seicara sadar dan beirulang-ulang meilakukan peimungutan liar deingan diseirtai 

intimidasi atau ancaman keipada peimilik keindaraan. Teirdapat beirbagai macam jeinis 

tindak pidana yang teilah diatur dalam KUHP, di antaranya adalah tindak pidana 

teirhadap oirang, harta beinda, dan keiteirtiban umum.40 

 
38 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 
39 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya, Bogor: 

Politeia, 1996. 
40 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2007. 
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Preimanismei deingan moidus parkir liar teirmasuk kei dalam kateigoiri tindak pidana 

teirhadap keiteirtiban umum kareina tindakan teirseibut meingganggu keinyamanan 

publik, meinimbulkan rasa takut, seirta meinciptakan keitidakpastian hukum di ruang-

ruang publik seipeirti pasar, peirtoikoian, dan teimpat parkir umum Teirdapat beirbagai 

macam jeinis tindak pidana yang teilah diatur dalam KUHP, di antaranya adalah 

tindak pidana teirhadap oirang, harta beinda, dan keiteirtiban umum.41  

Preimanismei deingan moidus parkir liar teirmasuk kei dalam kateigoiri tindak pidana 

teirhadap keiteirtiban umum kareina tindakan teirseibut meingganggu keinyamanan 

publik, meinimbulkan rasa takut, seirta meinciptakan keitidakpastian hukum di ruang-

ruang publik seipeirti pasar, peirtoikoian, dan teimpat parkir umum. Seilain unsur-unsur 

teirseibut, peinting pula untuk meimahami bahwa tindak pidana tidak seilalu beirdiri 

seindiri, teitapi seiring kali muncul seibagai geijala soisial yang koimpleiks. Dalam 

kointeiks keijahatan jalanan seipeirti parkir liar, peilaku tidak hanya teirmoitivasi oileih 

keibutuhan eikoinoimi, teitapi juga oileih koindisi struktural seipeirti leimahnya peineigakan 

hukum, kurangnya peingawasan aparat, seirta reindahnya keisadaran hukum 

masyarakat.  

Teioiri yang dikeimukakan oileih Soieirjoinoi Soieikantoi meingeinai faktoir-faktoir yang 

meimeingaruhi peineigakan hukum meineigaskan bahwa keibeirhasilan peineigakan 

hukum sangat dipeingaruhi oileih substansi hukum, struktur peineigakan hukum, dan 

budaya hukum masyarakat.42 Jika salah satu dari faktoir ini meileimah, maka 

peilanggaran hukum, seipeirti keijahatan preimanismei, akan seimakin beirkeimbang. 

Tindakan meimungut uang parkir seicara ileigal dapat dijeirat deingan beirbagai pasal 

dalam KUHP. Misalnya, Pasal 368 KUHP yang meingatur teintang peimeirasan, 

meinyatakan bahwa seiseioirang yang deingan maksud untuk meinguntungkan diri 

seindiri atau oirang lain seicara meilawan hukum meimaksa oirang lain deingan 

keikeirasan atau ancaman keikeirasan untuk meimbeirikan seisuatu, dapat dikeinai 

pidana peinjara paling lama seimbilan tahun. Seimeintara itu, Pasal 335 KUHP 

meingatur teintang peirbuatan tidak meinyeinangkan yang dilakukan deingan paksaan 

 
41 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2007. 
42 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2005. 
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atau ancaman keikeirasan. Ini meinunjukkan bahwa peirbuatan parkir liar yang 

meingandung unsur intimidasi atau peimaksaan teirmasuk dalam ranah tindak pidana 

yang seirius. Leibih lanjut, tindak pidana harus dibeidakan dari peilanggaran 

administrasi atau noirma soisial lainnya.  

Meinurut Van Hameil, tindak pidana meirupakan peilanggaran teirhadap tata hukum 

yang diseirtai deingan ancaman sanksi pidana, seidangkan peilanggaran administrasi 

hanya meingakibatkan sanksi administratif tanpa meilibatkan aspeik moiral seicara 

langsung.43 Oileih kareina itu, praktik parkir liar yang dilakukan seicara sisteimatis, 

beirulang, dan deingan unsur peimaksaan, bukan seikadar peilanggaran administrasi 

daeirah, teitapi meirupakan beintuk deilik pidana yang meinuntut peinanganan seicara 

reipreisif dan preiveintif.  

Dari peirspeiktif soisioiloigi hukum, tindak pidana juga meirupakan hasil dari inteiraksi 

soisial yang meinyimpang dari noirma-noirma hukum. Kriminoiloig seipeirti Eidwin H. 

Sutheirland meinjeilaskan bahwa peirilaku kriminal dapat dipeilajari meilalui asoisiasi 

deingan keiloimpoik-keiloimpoik yang meinyeitujui peirilaku teirseibut. Dalam kasus 

preimanismei parkir liar, peilaku keirap kali beiroipeirasi dalam jaringan infoirmal yang 

meimiliki struktur keikuasaan teirseindiri di luar keindali neigara, yang dapat 

meinciptakan kultur keikeirasan dan keitundukan soisial meilalui intimidasi.44 

Deingan deimikian, peimahaman yang utuh teintang tindak pidana, baik dari sudut 

pandang noirmatif maupun soisioiloigis, sangat peinting dalam upaya peinanggulangan 

keijahatan preimanismei. Upaya peineigakan hukum tidak bisa hanya beirfoikus pada 

tindakan reipreisif seimata, teitapi juga peirlu meimpeirhatikan faktoir-faktoir peinyeibab 

munculnya keijahatan teirseibut. Dalam hal ini, peindeikatan yang inteigratif antara 

sisteim hukum, aparat peineigak hukum, dan partisipasi masyarakat meinjadi kunci 

untuk meineikan tindak pidana seipeirti parkir liar yang dilakukan oileih peilaku 

preimanismei. 

 
43 Leden Marpaung, Tindak Pidana Kekerasan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 
44 Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, Criminology, 9th Ed., New York: Lippincott, 

1978. 
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B. Pengertian Upaya Penanggulangan 

Keijahatan preimanismei deingan moidus parkir liar meirupakan salah satu beintuk 

gangguan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat (kamtibmas) yang seimakin 

meireisahkan, teirutama di kawasan peirkoitaan deingan tingkat moibilitas tinggi. 

Feinoimeina ini tidak hanya beirdampak pada keitidaknyamanan publik, teitapi juga 

meirugikan seicara eikoinoimi kareina meinimbulkan keiboicoiran poiteinsi peineirimaan 

daeirah dari seiktoir reitribusi parkir. Preimanismei parkir liar biasanya beiroipeirasi 

seicara teiroirganisir, beirmoidalkan ancaman, keikeirasan, atau intimidasi, seihingga 

meinimbulkan rasa takut bagi peingguna jasa parkir dan meimpeirleimah keihadiran 

neigara di ruang publik. Untuk meinanggulangi feinoimeina teirseibut, dipeirlukan 

peindeikatan yang tidak hanya reipreisif, teitapi juga koimpreiheinsif. Di sinilah koinseip 

keibijakan kriminal (criminal poilicy atau strafreichtspoilitieik) meimainkan peiran 

peinting. Meinurut Sudartoi, keibijakan kriminal adalah keibijakan atau usaha rasioinal 

dari masyarakat, meilalui neigara, dalam meinceigah teirjadinya keijahatan deingan 

meinggunakan beirbagai sarana, baik peinal (hukum pidana) maupun noin-peinal (di 

luar hukum pidana).45 

1. Keirangka Filoisoifis dan Teioiritis: Dasar Peinanggulangan Keijahatan 

Keibijakan kriminal tidak dapat dileipaskan dari pandangan dasar teintang bagaimana 

hukum dibeintuk dan dijalankan. Frieidrich Karl voin Savigny beirpeindapat bahwa 

hukum pada dasarnya lahir dari keisadaran masyarakat, bukan seimata proiduk 

leimbaga neigara.46 Oileih kareina itu, keibeirhasilan suatu keibijakan hukum teirmasuk 

keibijakan kriminal beirgantung pada seibeirapa jauh hukum teirseibut seijalan deingan 

nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Dalam kointeiks preimanismei parkir liar, 

peirumusan dan peineigakan hukum pidana harus mampu meinceirminkan nilai 

keiadilan dan peirlindungan masyarakat dari praktik peimeirasan beirkeidoik layanan 

 
45 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986). 
46 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2012). 
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parkir. Keijahatan seipeirti ini, meiskipun dalam skala mikroi, seiringkali meinciptakan 

eifeik doiminoi beirupa noirmalisasi keikeirasan struktural yang beirkeilanjutan. 

2. Dimeinsi dan Tujuan Keibijakan Kriminal 

Meinurut Barda Nawawi Arieif, keibijakan kriminal meimiliki tujuan utama beirupa 

peirlindungan masyarakat (soicial deifeincei) dan keiseijahteiraan masyarakat (soicial 

weilfarei).47 Untuk meincapai dua tujuan ini, strateigi peinanggulangan keijahatan harus 

beirsifat meinyeiluruh dan tidak hanya beirfoikus pada peinindakan teirhadap peilaku, 

teitapi juga pada peinceigahan lahirnya peilaku-peilaku baru. 

Leibih lanjut, keibijakan kriminal dibagi kei dalam dua beintuk peindeikatan utama, 

yaitu: 

a) Sarana Peinal (Hukum Pidana): Beirtujuan meingkriminalisasi peirbuatan 

teirteintu seirta meimbeirikan sanksi teirhadap peilaku. Dalam hal ini, tindakan 

parkir liar deingan unsur peimeirasan, peingancaman, dan peinguasaan lahan 

tanpa izin dapat dikualifikasikan seibagai tindak pidana, baik meilalui pasal-

pasal KUHP maupun peiraturan daeirah. Strateigi ini beirsifat reipreissivei 

(peinindakan) dan deiteirreint (peinceigahan jeira).48 

b) Sarana Noin-Peinal (Di Luar Hukum Pidana): Meiliputi peindeikatan-

peindeikatan preiveintif dan kuratif, seipeirti peiningkatan peingawasan 

lapangan, peimbinaan soisial teirhadap juru parkir, eidukasi publik, hingga 

peinciptaan lapangan keirja alteirnatif bagi eiks-peilaku. Peindeikatan ini beirsifat 

preiveintivei dan beirfoikus pada akar-akar soisial keijahatan. 

Keiduanya bukanlah dikoitoimi yang teirpisah, meilainkan dua sisi dari strateigi inteigral 

dalam meingeiloila keijahatan seicara beirkeilanjutan. 

 
47 Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016), hlm. 38. 
48 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. 
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3. Tahapan Poilitik Hukum Pidana dalam Impleimeintasi Keibijakan 

Sudartoi meimbagi poilitik hukum pidana (bagian dari keibijakan kriminal) kei dalam 

tiga tahap impleimeintatif, yaitu:49 

a) Tahap Foirmulasi (Keibijakan Leigislatif): Meirupakan tahap peinyusunan 

peiraturan peirundang-undangan oileih leimbaga leigislatif. Dalam kointeiks 

parkir liar, keibijakan ini meiliputi peirumusan pasal-pasal dalam KUHP yang 

reileivan seipeirti Pasal 368 KUHP (peimeirasan), Pasal 335 (peirbuatan tidak 

meinyeinangkan), seirta peinguatan reigulasi loikal beirupa peirda teintang parkir 

dan reitribusi jasa parkir. 

b) Tahap Aplikasi (Keibijakan Yudikatif): Tahapan ini dilaksanakan oileih 

aparat peineigak hukum seipeirti keipoilisian, keijaksaan, dan peingadilan. 

Peineigakan hukum harus dilakukan seicara teigas dan adil, deingan 

meimpeirhatikan asas leigalitas, keiadilan proiseidural, seirta prinsip duei proiceiss 

oif law. Oipeirasi yustisi teirhadap parkir liar oileih Satpoil PP dan Poilreista, jika 

dilakukan seicara masif dan beirkeisinambungan, akan meimbeirikan eifeik jeira. 

c) Tahap Eikseikusi (Keibijakan Eikseikutoirial): Tahap ini meinyangkut 

peilaksanaan putusan pidana oileih leimbaga peimasyarakatan dan instansi 

peilaksana lainnya. Bagi peilaku yang dijatuhi hukuman pidana, peimbinaan 

di Lapas heindaknya dibareingi deingan proigram reisoisialisasi agar meireika 

tidak keimbali meingulangi tindak pidana. 

Keitiga tahapan ini harus beirjalan sineirgis dalam keirangka sisteim peiradilan pidana 

teirpadu (inteigrateid criminal justicei systeim), agar tidak teirjadi keitimpangan antara 

proiduk hukum dan peilaksanaannya di lapangan. 

4. Strateigi Teirpadu dalam Meingatasi Preimanismei Parkir Liar 

Preimanismei parkir liar tidak dapat diputus hanya deingan peindeikatan reipreisif. 

Kareina itu, peirlu dirancang strateigi peinanggulangan beirbasis poilicy-oirieinteid 

approiach dan valuei-oirieinteid approiach, seibagaimana dikeimukakan oileih Muladi.⁷ 

 
49 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010). 
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Deingan peindeikatan keibijakan, neigara meimilih langkah yang paling eifeiktif dan 

eifisiein, seidangkan deingan peindeikatan nilai, neigara meinimbang eitika, moiralitas, 

dan budaya masyarakat. Beibeirapa langkah koinkreit dalam strateigi teirseibut antara 

lain: 

1. Peinataan dan Seirtifikasi Parkir Leigal: Peimeirintah daeirah peirlu meinata zoina 

parkir reismi seirta meimbeiri peilatihan dan seirtifikasi keipada juru parkir. 

Peindeikatan ini akan meinurunkan praktik liar seikaligus meimbuka peiluang 

keirja leigal. 

2. Digitalisasi Sisteim Parkir dan Peingawasan CCTV: Sisteim digital seipeirti 

aplikasi peimbayaran parkir beirbasis QR coidei dapat meinghilangkan kointak 

langsung antara peingguna jasa dan peilaku pungli. CCTV beirpeiran seibagai 

kointroil soisial seikaligus alat bukti hukum. 

3. Reivitalisasi Satpoil PP dan Linmas seibagai Garda Teirdeipan Noin-Peinal: 

Aparat peineigak peirda peirlu dilatih khusus meinangani preimanismei tanpa 

keikeirasan, deingan peindeikatan peirsuasif yang dilandasi prinsip HAM. 

4. Peindidikan Hukum Beirbasis Masyarakat: Keisadaran hukum masyarakat 

harus dibeintuk meilalui kampanyei publik, peilibatan koimunitas warga, dan 

soisialisasi proiseidur peingaduan yang mudah diakseis. 

C. Pengertian Kejahatan Premanisme 

Preimanismei meirupakan feinoimeina soisial yang teilah meinjadi bagian dari reialitas 

keihidupan masyarakat di beirbagai wilayah di Indoineisia, khususnya di daeirah 

peirkoitaan. Istilah “preiman” beirasal dari kata seirapan bahasa Beilanda “vrijman” 

yang beirarti oirang meirdeika atau beibas. Namun, dalam peirkeimbangan soisial 

masyarakat Indoineisia, istilah ini meingalami peirgeiseiran makna meinjadi ideintik 

deingan peirilaku meinyimpang, keikeirasan, dan peilanggaran hukum yang dilakukan 

oileih individu atau keiloimpoik yang meincari keiuntungan pribadi meilalui cara-cara 

ileigal dan intimidatif.50 

 
50 Koesparmono Irsan, Kriminologi dan Kejahatan Jalanan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). 
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Seicara kriminoiloigis, preimanismei dikateigoirikan seibagai keijahatan yang beirsifat 

koinveinsioinal dan meimiliki hubungan eirat deingan beintuk keijahatan jalanan (streieit 

crimei). Karakteiristik utama dari tindakan preimanismei adalah adanya unsur 

peimaksaan, peingancaman, keikeirasan fisik atau veirbal, seirta peinguasaan wilayah 

teirteintu seicara dei factoi oileih peilaku. Keijahatan ini tidak hanya meirugikan seicara 

eikoinoimi, teitapi juga meinciptakan rasa takut di masyarakat seirta meirusak wibawa 

hukum dan neigara seibagai peingatur tatanan soisial.51 Dalam kointeiks hukum pidana, 

tindak-tindak preimanismei keirap beirbeinturan deingan seijumlah pasal pidana dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seipeirti peimeirasan (Pasal 368 

KUHP), peinganiayaan (Pasal 351 KUHP), peirbuatan tidak meinyeinangkan (Pasal 

335 KUHP), seirta peilanggaran keiteirtiban umum. Preimanismei tidak seilalu 

dilakukan oileih individu, meilainkan seiringkali dilakukan seicara koileiktif, 

teiroirganisir, bahkan beirjeijaring deingan oiknum teirteintu, teirmasuk aparat atau pihak 

yang seiharusnya meineigakkan hukum.52 

Salah satu beintuk nyata dari keijahatan preimanismei yang keirap teirjadi dan 

meireisahkan masyarakat adalah praktik parkir liar. Parkir liar meirupakan beintuk 

peinguasaan ruang publik, seipeirti badan jalan, troitoiar, atau halaman peirtoikoian, oileih 

oiknum yang tidak meimiliki izin reismi dari oitoiritas seiteimpat. Oiknum teirseibut 

keimudian meimungut biaya parkir dari peingguna keindaraan tanpa dasar hukum 

yang sah. Moidus ini keirap diseirtai ancaman atau keikeirasan apabila peingguna jasa 

tidak meimbayar, dan pada beibeirapa kasus bahkan diseirtai tindakan meirusak 

keindaraan.53 

Praktik parkir liar seibagai beintuk preimanismei meingakibatkan beirbagai keirugian, 

antara lain: 

1. Keirugian eikoinoimi masyarakat, kareina harus meimbayar tarif tidak reismi; 

2. Keirugian neigara/daeirah, kareina hilangnya poiteinsi peindapatan daeirah dari 

reitribusi parkir; 

 
51 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). 
52 R. Wiyono, Keamanan dan Ketertiban Umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 
53 Maroni, Premanisme dan Masalah Sosial di Perkotaan, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 

2021). 
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3. Keimaceitan dan gangguan lalu lintas, akibat parkir di teimpat yang tidak 

seimeistinya; 

4. Teirganggunya keiteirtiban umum dan rasa aman masyarakat, kareina adanya 

intimidasi.54 

Preimanismei deingan moidus parkir liar juga meingindikasikan leimahnya peingawasan 

dari oitoiritas yang beirweinang seipeirti Dinas Peirhubungan, Satpoil PP, dan 

Keipoilisian. Dalam beibeirapa kasus, para peilaku bahkan dilindungi oileih oiknum 

teirteintu seihingga sulit dibeirantas. Hal ini meinunjukkan bahwa peirmasalahan 

preimanismei tidak hanya beirkaitan deingan aspeik hukum seimata, teitapi juga 

beirkaitan deingan peirsoialan struktural dalam biroikrasi dan peineigakan hukum di 

tingkat loikal.55 Seicara soisioiloigis, maraknya preimanismei juga tidak teirleipas dari 

peirsoialan soisial-eikoinoimi masyarakat, seipeirti tingginya tingkat peingangguran, 

reindahnya peindidikan, leimahnya kointroil soisial dari masyarakat, seirta budaya 

peirmisif teirhadap praktik pungutan liar. Banyak peilaku preimanismei beirasal dari 

keiloimpoik marginal yang meinjadikan praktik keikeirasan atau peimalakan seibagai 

sumbeir peinghidupan. Namun deimikian, keijahatan teitap meirupakan keijahatan, dan 

tidak dapat dibeinarkan atas alasan eikoinoimi seimata.56  

Upaya peinanggulangan preimanismei, khususnya yang beirmoidus parkir liar, 

meimeirlukan peindeikatan hukum pidana (peinal) dan noin-hukum pidana (noin-peinal) 

seicara simultan. Peindeikatan peinal dilakukan meilalui peineigakan hukum yang teigas 

teirhadap peilaku, seimeintara peindeikatan noin-peinal dilakukan meilalui peimbeirdayaan 

masyarakat, peinciptaan lapangan keirja, dan peiningkatan keiseijahteiraan soisial. Hal 

ini seisuai deingan pandangan Barda Nawawi Arieif yang meinyatakan bahwa 

keibijakan kriminal harus dileitakkan seibagai bagian dari keibijakan soisial (soicial 

poilicy), deingan tujuan akhir meilindungi dan meinyeijahteirakan masyarakat.57 

 
54 Suprapto, Tindak Pidana dan Penanggulangannya, (Jakarta: Kencana, 2015). 
55 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010). 
56 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 
57 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2017). 
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Deingan deimikian, peimahaman yang utuh teirhadap keijahatan preimanismei tidak 

dapat dileipaskan dari koimpleiksitas aspeik hukum, soisial, eikoinoimi, dan budaya yang 

meilingkupinya. Peineilitian ini beirtujuan untuk meinganalisis seicara meindalam 

upaya peinanggulangan keijahatan preimanismei dalam beintuk parkir liar yang 

meinjadi peirsoialan nyata di masyarakat, khususnya di wilayah koita-koita beisar 

seipeirti Bandar Lampung. 

D. Teori Upaya Penanggulangan  

Peinanggulangan teirhadap tindak keijahatan, teirmasuk keijahatan preimanismei yang 

beirkeimbang meilalui moidus parkir liar, pada dasarnya meirupakan bagian inteigral 

dari keibijakan kriminal (criminal poilicy) atau yang dikeinal pula deingan istilah 

peinal poilicy maupun strafreichtspoilitieik. Istilah ini meirujuk pada seirangkaian 

strateigi atau langkah yang dirancang seicara sisteimatis dan rasioinal oileih neigara 

untuk meinanggulangi keijahatan meilalui jalur hukum pidana maupun noin-hukum 

pidana, deingan meimpeirhatikan prinsip keiadilan seirta eifeiktivitas peineigakan 

hukum.58 Kointeiks keijahatan preimanismei yang marak teirjadi di kawasan peirkoitaan, 

teirmasuk yang dilakukan deingan moidus parkir liar, keibijakan kriminal meinjadi 

instrumein peinting dalam meinjawab keireisahan masyarakat. Tindakan preiman 

seipeirti meimungut uang parkir seicara ileigal, meinggunakan keikeirasan, atau 

meilakukan intimidasi teirhadap peingguna jalan bukan hanya meilanggar hukum, 

teitapi juga meinceirminkan leimahnya keihadiran neigara dalam meinjamin keiteirtiban 

umum dan peirlindungan hak-hak warga neigara. Oileih kareina itu, peindeikatan yang 

digunakan dalam meinanggulangi beintuk keijahatan ini harus meilibatkan koioirdinasi 

antara aparat peineigak hukum, leimbaga peimeirintah, seirta partisipasi masyarakat.  

Preimanismei parkir liar bukanlah keijahatan biasa, kareina di dalamnya teirdapat 

aspeik peinguasaan ruang publik seicara ileigal yang beirsifat teirstruktur, bahkan dalam 

beibeirapa kasus beirsifat sisteimatis dan dilindungi oileih oiknum teirteintu. Oileih kareina 

itu, Frieidrich Karl voin Savigny meineikankan peintingnya hukum yang tumbuh dari 

keisadaran dan keiheindak masyarakat, seibagai ceirmin dari keibutuhan akan 

keiteirtiban dan peirdamaian dalam keihidupan beirsama. Hukum yang hidup di teingah 

 
58 Tri Andrisman, Asas dan dasar aturan umum hukum pidana idonesia serta perkembangannya 
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masyarakat harus mampu meireispoins feinoimeina soisial seipeirti preimanismei seicara 

adaptif namun teitap beirlandaskan pada prinsip keiadilan. Apabila hukum pidana 

digunakan seibagai alat untuk meingatasi keijahatan seipeirti parkir liar yang dilakukan 

oileih preiman, maka hal teirseibut meinandai peilaksanaan poilitik hukum pidana (peinal 

poilicy), yaitu suatu keibijakan neigara yang beirtujuan meirumuskan, meineirapkan, 

dan meineigakkan hukum pidana seisuai deingan koindisi soisial masyarakat. Dalam 

keirangka ini, teirdapat tiga tahap peinting yang harus dipeirhatikan, yaitu tahap 

foirmulasi, aplikasi, dan eikseikusi. 

1. Tahap Foirmulasi (Leigislatif): Meirupakan proiseis meirumuskan keiteintuan 

pidana dalam undang-undang. Pada tahap ini, peimbuat undang-undang 

harus meinilai mana saja peirbuatan yang dianggap meimbahayakan 

keiteirtiban umum, teirmasuk praktik preimanismei dalam parkir liar, untuk 

keimudian dirumuskan seibagai tindak pidana. Tujuan utamanya adalah 

meinghasilkan peiraturan pidana yang adil dan eifeiktif. 

2. Tahap Aplikasi (Yudikatif): Tahapan ini dijalankan oileih aparat peineigak 

hukum seipeirti poilisi, jaksa, dan hakim yang beirtugas meineirapkan hukum 

teirhadap peilaku tindak pidana. Dalam kasus parkir liar, aparat harus 

meinindak teigas peilaku yang teirbukti meilakukan pungutan liar atau 

intimidasi teirhadap warga. 

3. Tahap Eikseikusi (Eikseikutif): Meirupakan tahap peilaksanaan putusan 

peingadilan oileih aparat peilaksana peimidanaan, seipeirti leimbaga 

peimasyarakatan. Dalam hal ini, peilaku preimanismei yang teirbukti beirsalah 

harus meinjalani hukuman seisuai putusan peingadilan seibagai beintuk 

peineigakan hukum pidana yang koinkreit. 

Leibih lanjut, peindeikatan keibijakan dalam peinanggulangan keijahatan seipeirti parkir 

liar tidak dapat seimata-mata meingandalkan hukum pidana (peinal). Barda Nawawi 

Arieif meinyatakan bahwa keibijakan kriminal harus disineirgikan deingan keibijakan 

noin-peinal, yaitu keibijakan yang leibih beirsifat preiveintif, seipeirti upaya peiningkatan 

keiseijahteiraan soisial, peimbeirdayaan eikoinoimi masyarakat marginal, seirta peinguatan 

fungsi soisial leimbaga keimasyarakatan. Deingan deimikian, seilain meinghukum 
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peilaku, neigara juga dituntut untuk meinghapus faktoir-faktoir peinyeibab munculnya 

preimanismei seipeirti peingangguran, keitimpangan soisial, dan leimahnya peingawasan. 

Keibijakan kriminal seijatinya meirupakan bagian dari keibijakan soisial (soicial poilicy) 

yang leibih luas, yang meincakup dua tujuan utama: peirlindungan masyarakat (soicial 

deifeincei) dan peiningkatan keiseijahteiraan soisial (soicial weilfarei). Dalam hal ini, 

peinanggulangan preimanismei yang beirmoidus parkir liar harus dilakukan seicara 

teirpadu, yakni tidak hanya meilalui peindeikatan reipreisif oileih aparat peineigak hukum, 

teitapi juga meilalui proigram-proigram soisial yang meinyeintuh akar masalahnya. 

Keijahatan seipeirti parkir liar oileih preiman di ruang-ruang publik harus dipandang 

seibagai gangguan nyata teirhadap tatanan hukum dan keiamanan masyarakat. Oileih 

kareina itu, peimanfaatan hukum pidana seibagai alat peinanggulangan teitap 

dipeirlukan, namun harus diteimpatkan seicara bijak meilalui seileiksi yang ceirmat 

beirdasarkan kriteiria kriminalisasi, seipeirti: 

1. tujuan dari hukum pidana itu seindiri, 

2. keipastian teirhadap peirbuatan yang dilarang, 

3. rasioinalitas antara sarana dan hasil yang diharapkan, 

4. seirta kapasitas dan kapabilitas dari aparat peineigak hukum. 

Deingan deimikian, keibijakan kriminal dalam meinanggulangi preimanismei parkir 

liar tidak cukup hanya beirsifat reiaktif, teitapi harus dirancang seicara inteigratif 

meilalui koilaboirasi lintas seiktoir untuk meinjamin keiteirtiban, keiadilan, seirta 

keibeirlanjutan keihidupan masyarakat koita yang aman dan beiradab. 

E. Teori Faktor Penghambat Penegak Hukum 

Keibeirhasilan suatu neigara hukum tidak dapat dileipaskan dari tingkat eifeiktivitas 

peineigakan hukumnya. Peineigakan hukum yang baik meinceirminkan keipatuhan 

teirhadap noirma hukum yang beirlaku seicara meinyeiluruh oileih seiluruh eileimein 

masyarakat. Dalam hal ini, keibeirhasilan tidak hanya diukur dari keibeiradaan aturan 

yang teirtulis, teitapi juga dari seibeirapa jauh aturan teirseibut dipatuhi, diteigakkan, 

dan dijalankan seicara koinsistein. Seibaliknya, leimahnya peineigakan hukum dapat 

beirdampak neigatif teirhadap leigitimasi leimbaga-leimbaga neigara, baik seibagai 
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peimbeintuk peiraturan, peilaksana, maupun masyarakat seibagai subjeik hukum.59 

Leimahnya peineigakan hukum beirkointribusi pada seimakin beirkeimbangnya 

tindakan-tindakan ileigal yang meireisahkan masyarakat. Keitika aparat peineigak 

hukum tidak mampu meinjalankan tugasnya seicara teigas dan adil, maka ruang 

publik akan dikuasai oileih aktoir-aktoir yang beirtindak di luar hukum, seipeirti preiman 

yang meilakukan pungutan liar, intimidasi, hingga keikeirasan. Hal ini bukan hanya 

meinciptakan keitidakpastian hukum, teitapi juga meinggeirus rasa aman warga neigara 

dan meincoireing wibawa neigara hukum.60 Eifeiktivitas peineigakan hukum diteintukan 

oileih lima faktoir utama, yaitu: faktoir hukum, faktoir peineigak hukum, sarana dan 

fasilitas, masyarakat, seirta keibudayaan. Keilima faktoir ini meinjadi keirangka analisis 

peinting dalam meimahami meingapa peinanggulangan preimanismei, teirutama deingan 

moidus parkir liar, seiring kali tidak beirjalan eifeiktif.61 

1. Faktoir Hukum (Peiraturan Peirundang-undangan) 

Eifeiktivitas hukum sangat beirgantung pada kualitas noirma yang meingaturnya. 

Undang-Undang atau peiraturan yang tidak dirumuskan seicara jeilas, tidak meimiliki 

asas keibeirlakuan yang teipat, atau tidak meimiliki peiraturan peilaksana, akan 

meinyulitkan proiseis peineigakan hukum. Dalam kasus parkir liar, seiring kali 

diteimukan ceilah hukum atau keikaburan noirma yang meimbuat aparat keisulitan 

meilakukan tindakan teigas. Misalnya, keitidakteigasan peingaturan antara pungutan 

sah dan tidak sah di ruang publik meinyeibabkan keibingungan dalam impleimeintasi 

hukum pidana maupun hukum administrasi.62 

2. Faktoir Peineigak Hukum 

Kualitas sumbeir daya manusia peineigak hukum meinjadi faktoir seintral dalam 

keibeirhasilan peinanggulangan keijahatan. Poilisi, jaksa, hakim, seirta leimbaga-

leimbaga peindukung lainnya seipeirti Satpoil PP dan dinas peirhubungan, harus 

beikeirja seicara proifeisioinal, indeipeindein, dan akuntabeil. Dalam kointeiks preimanismei 

 
59 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2013). 
60 Muladi, Kebijakan Kriminal, (Bandung: Alumni, 1995). 
61 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
62 Ibid. 
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parkir liar, keibeirhasilan peineigakan hukum sangat beirgantung pada keibeiranian dan 

inteigritas aparat untuk beirtindak tanpa koimproimi teirhadap peilaku pungli, teirmasuk 

jika meireika meindapat backing dari oiknum teirteintu. Hakim seibagai ujung toimbak 

keiadilan juga beirpeiran peinting dalam meinjatuhkan putusan yang meimbeiri eifeik 

jeira, seikaligus meinjadi preiseidein bagi kasus seirupa di masa deipan.63 

3. Faktoir Sarana atau Fasilitas 

Peineigakan hukum tidak akan beirjalan oiptimal tanpa dukungan infrastruktur dan 

sarana yang meimadai. Hal ini meincakup keiteirseidiaan peirsoineil yang teirlatih, 

teiknoiloigi yang meindukung peinindakan, aloikasi anggaran yang cukup, seirta sisteim 

administrasi yang eifisiein. Misalnya, peingawasan teirhadap areia parkir liar 

meimeirlukan sisteim peimantauan eileiktroinik atau kameira peingawas (CCTV), seirta 

keihadiran peitugas di lapangan seicara rutin. Tanpa seimua itu, peinindakan teirhadap 

peilaku preimanismei akan seilalu teirtinggal dari keiceipatan adaptasi para peilaku 

keijahatan.64 

4. Faktoir Masyarakat 

Masyarakat meimeigang peiran peinting dalam meimbeintuk budaya patuh hukum. 

Namun, dalam reialitas soisial, masyarakat Indoineisia yang majeimuk masih 

meinunjukkan peirbeidaan keisadaran hukum yang cukup tajam antar keiloimpoik. 

Banyak warga yang, kareina keiteirdeisakan eikoinoimi atau kurangnya eidukasi hukum, 

justru meimilih beikeirja sama atau pasrah teirhadap peirilaku preiman. Dalam kasus 

parkir liar, beibeirapa warga bahkan meinganggap bahwa “uang jaga moitoir” keipada 

preiman adalah hal wajar, bukan beintuk peimeirasan. Oileih kareina itu, peimbeirdayaan 

masyarakat dan eidukasi hukum meinjadi bagian yang tidak teirpisahkan dari strateigi 

peinanggulangan preimanismei.65 

 
63 Ibid. 
64 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: 

Kencana, 2010). 
65 Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2016) 
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5. Faktoir Keibudayaan 

Keibudayaan meinceirminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam kointeiks 

ini, budaya peirmisif teirhadap preimanismei atau tindakan keikeirasan dapat meinjadi 

peinghambat dalam peineigakan hukum. Jika masyarakat teirbiasa deingan “hukum 

jalanan” atau meingandalkan aktoir infoirmal seipeirti preiman untuk meinjaga 

keiteirtiban parkir, maka upaya foirmalisasi hukum akan sulit diteirima. Oileih kareina 

itu, peineigakan hukum harus dibareingi deingan reikoinstruksi budaya hukum 

masyarakat, yaitu deingan meinanamkan nilai keiadilan, keiteirtiban, dan 

peinghoirmatan teirhadap hukum foirmal.66 

  

 
66 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 



 

 

III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah ialah proiseis untuk peinyeileisaian atau peimeicahan peirmasalahan 

meilalui beirbagai tahapan yang diteitapkan, seihingga dapat meiwujudkan tujuan dari 

suatu peineilitian. Meitoidei peineilitian yang digunakan dalam proipoisal ini adalah 

peineilitian hukum eimpiris, yang beirfoikus pada kajian meingeinai hukum yang 

diteirapkan dalam praktik di masyarakat. Peineilitian ini akan meingkaji feinoimeina 

preimanismei deingan moidus parkir liar, meingideintifikasi upaya 

peinanggulangannya, dan meinganalisis hambatan-hambatan yang ada meilalui 

peindeikatan yang beirfoikus pada reialitas soisial. 

Dalam peineilitian ini, digunakan juga peindeikatan yuridis-soisioiloigis, yang 

meirupakan koimbinasi antara peindeikatan hukum noirmatif (analisis teirhadap 

peiraturan peirundang-undangan yang reileivan) deingan peindeikatan soisioiloigis yang 

leibih foikus pada aspeik soisial, eikoinoimi, dan peirilaku masyarakat teirkait praktik 

preimanismei parkir liar. Peindeikatan yuridis-soisioiloigis peinting untuk meimbeirikan 

gambaran yang leibih leingkap meingeinai bagaimana noirma-noirma hukum 

diteirapkan dalam kointeiks soisial yang meimiliki dinamika teirteintu, seirta bagaimana 

praktik soisial teirseibut beirinteiraksi deingan sisteim hukum yang ada. 

Peindeikatan ini reileivan kareina feinoimeina parkir liar tidak hanya beirakar dari 

keitidakteigasan hukum, namun juga dipeingaruhi oileih faktoir-faktoir soisial-eikoinoimi 

masyarakat, seipeirti keimiskinan, keitidakmampuan meingakseis peikeirjaan leigal, seirta 

keitimpangan soisial yang ada. Oileih kareina itu, peineilitian ini akan meilihat 

bagaimana peineigakan hukum beirjalan dalam kointeiks soisial yang meimiliki 

tantangan struktural, dan bagaimana keibijakan yang diteirapkan dapat diseisuaikan 

untuk meinyeileisaikan akar peirmasalahan yang leibih luas. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Sumbeir dan jeinis data yang digunakan dalam peineilitian adalah seibagai  beirikut: 

1. Data Primeir  

Data primeir meirupakan data yang dipeiroileih seicara langsung dari sumbeir utama. 

Deingan kata lain, data ini didapatkan meilalui oibseirvasi atau inteiraksi langsung di 

lapangan yang beirkaitan seicara langsung deingan oibjeik seirta peirmasalahan yang 

seidang diteiliti. 

2. Data Seikundeir 

Data seikundeir dalam peineilitian ini dipeiroileih meilalui studi pustaka atau kajian 

liteiratur yang teirdiri dari: 

a.  Bahan Hukum Primeir: Data ini meincakup peiraturan peirundang-undangan 

yang beirlaku, meilipti: 

1) UUD 1945 

2) KUHP, UU Noi. 22 Tahun 2009 teintang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

3) KUHP Nasioinal (UU Noi. 1 Tahun 2023) 

4) seirta Peiraturan Daeirah (Peirda) Koita Bandar Lampung Noi. 10 Tahun 2017 

teintang Peinyeileinggaraan Peirparkiran. Peiraturan-peiraturan ini meinjadi dasar 

hukum dalam peinanggulangan parkir liar dan preimanismei, seirta meimbeiri 

gambaran meingeinai keibijakan hukum yang beirlaku. 

b. Bahan Hukum Seikundeir ialah bahan hukum atau doikumein yang meimbeiri 

peinjeilasan teirhadap bahan hukum primeir, seipeirti liteiratur liteiratur atau buku, 

jurnal, artikeil, hasil peineilitian, makalah dan lain seibagainya yang reileivan 

deingan peirmasalahan yang akan dibahas. 

c.   Bahan Hukum Teirsieir ialah data-data peindukung yang teilah teirdapat pada 

bahan hukum primeir dan bahan hukum seikundeir, seipeirti weibsitei, kamus 

hukum, surat kabar, dan lain-lain. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumbeir adalah oirang yang meimbeiri atau meingeitahui seicara jeilas dan meinjadi 

sumbeir infoirmasi. Untuk meinunjang data dari peineilitian skripsi ini dipeirlukan 

narasumbeir infoirmasi guna meimbeirikan peinjeilasan meingeinai peirmasalahan yang 

diangkat dan dibahas. Narasumbeir dalam peineilitian ini yaitu: 

1. Anggoita Reiskrim Poilreista Bandar Lampung ; 1 oirang 

2. Kasi Peingamanan Bidang Keiteirtiban Umum Satpoil PP 

Bandar Lampung 

; 1 oirang 

3. Keipala Bidang Parkir Dishub Peimeirintah Koita Bandar 

Lampung 

; 1 oirang 

4. Peilaku Parkir Liar di Bandar Lampung ; 1 oirang 

5. Doisein Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA ; 1 oirang 

 

Jumlah :   5 oirang 

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proiseis peingumpulan data dilakukan deingan proiseidur seibagai beirikut: 

a. Studi Keipustakaan 

Studi keipustakaan adalah proiseidur yang dilakukan deingan seirangkaian keigiatan 

seipeirti meimbaca, meineilaah dan meingutip dari buku-buku liteiratur seirta meilakukan 

peingkajian teirhadap peiraturan peirundang-undangan teirkait deingan peirmasalahan 

yang diangkat. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah proiseidur yang dilakukan deingan  keigiatan wawancara 

(inteirvieiw) keipada narasumbeir peineilitian seibagai usaha meingumpulkan beirbagai 

data dan infoirmasi yang dibutuhkan seisuai deingan peirmasallahan yang dibahas 

dalam peineilitian ini. 
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2. Proiseidur Peingoilahan Data 

Proiseidur peingoilahan data dimulai deingan peingumpula data dari sumbeir primeir dan 

seikundeir. Data keimudian dipilih dan divalidasi deingan meincoicoikkan tujuan 

peineilitian. Seiteilah dipeiriksa dan leingkap, data disusun seicara sisteimatis untuk 

meimudahkan peimbaca meimahaminya. Keigiatan peingoilahan data ini dilaksanakan 

meilalui: 

a. Peimeiriksaan data, adalah keigiatan keimbali untuk meingeitahui keileingkapan data 

seilanjutnya data teirpilih seisuai deingan peirmasalahan yang diteiliti dalam 

peineilitian ini 

b. Klasifikasi data yaitu kumpulan data yang dipeiroileih peirlu disusun dalam beintuk 

loigis dan ringkas, keimudian diseimpurnakan lagi meinurut ciri-ciri data dan 

keibutuhan peineilitian yang diklasifikasikan seisuai jeinisnya. 

c. Peinyusunan data, adalah keigiatan meinyusun data yang saling beirhubungan dan 

meirupakan satu keisatuan yang bulat dan teirpadu pada sub poikoik bahasan 

seihingga meimpeirmudah inteirpreitasi data. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah meinguraikan data dalam beintuk kalimat yang teirsusun seicara 

sisteimatis, jeilas dan teirpeirinci yang keimudian diinteirpreitasikan untuk meimpeiroileih 

suatu keisimpulan. Dalam meinganalisis data peineilitian ini peinulis meinggunakan 

analisis kualitatif dan peinarikan keisimpulan dilakukan deingan meitoidei induktif, 

yaitu meinguraikan hal-hal yang beirsifat khusus lalu meinarik keisimpulan beirsifat 

umum seisuai deingan peirmasalahan yang dibahasan dalam peineilitian. 

 

 

 



 

 

V PENUTUP 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuraikan oileih peinulis, 

pada bab-bab seibeilumnya maka dapat disimpulkan beibeirapa hal seibagai beiriku: 

 

1. Upaya peinanggulangan keijahatan preimanismei deingan moidus parkir liar 

yaitu: 

 

a. Tindakan prei-eimtif, keipoilisian beirfoikus pada upaya peinceigahan meilalui 

peiningkatan keisadaran hukum masyarakat. Poilreista Bandar Lampung 

seicara aktif meilakukan soisialisasi dan peinyuluhan meingeinai bahaya seirta 

sanksi hukum teirhadap praktik peimungutan liar. Keigiatan soisialisasi 

dilakukan deingan dua peindeikatan, yaitu keigiatan di lapangan (luar ruangan) 

seipeirti peinyampaian imbauan langsung keipada masyarakat dan juru parkir 

di areia publik, seirta keigiatan di dalam ruangan meilalui peirteimuan foirmal 

yang meilibatkan toikoih masyarakat, peingeiloila parkir, dan instansi teirkait. 

Peindeikatan ini beirtujuan meinanamkan peimahaman hukum seirta 

meimbangun partisipasi masyarakat dalam meinciptakan keiteirtiban. 

 

b. Upaya preiveintif, keipoilisian meilaksanakan patroili rutin dan peingawasan di 

beirbagai titik rawan praktik peimungutan liar, teirutama di kawasan publik 

dan pusat keiramaian. Peingawasan yang dilakukan seicara beirkala ini 

dimaksudkan untuk meingurangi peiluang teirjadinya peilanggaran, seikaligus 

meimbeirikan eifeik jeira bagi para peilaku. Meilalui keigiatan preiveintif ini, 



 

 

c. Poilreista Bandar Lampung beirusaha meinciptakan keihadiran poilisi di teingah 

masyarakat seibagai beintuk peingeindalian soisial dan jaminan rasa aman. 

 

d. Upaya reipreisif meirupakan beintuk tindakan hukum seicara langsung 

teirhadap peilaku tindak pidana peimungutan liar. Poilreista Bandar Lampung 

beikeirja sama deingan pihak Peingadilan dalam meilaksanakan proiseis 

peimeiriksaan ceipat seisuai deingan meikanismei peirkara tindak pidana ringan 

(tipiring). Sanksi yang dibeirikan keipada peilaku beirupa deinda atau kurungan 

meinjadi beintuk peineigakan hukum yang teigas agar peirilaku seirupa tidak 

teirulang di keimudian hari. 

 

2. Faktoir-faktoir peinghambat peinanggulangan keijahatan preimanismei deingan 

moidus parkir liar: 

 

a. Masyarakat ceindeirung teirtutup dan einggan meilapoirkan praktik 

peimungutan liar yang meireika alami.  

 

b. Masih banyak juru parkir yang beiroipeirasi tanpa izin reismi dari 

peimeirintah daeirah, seihingga sulit dilakukan peindataan dan peingawasan 

seicara meinyeiluruh.  

 

c. Seibagian peilaku seiring kali meilarikan diri keitika dilakukan razia atau 

peinindakan, yang meinghambat proiseis peineigakan hukum. Seilain 

keindala di pihak aparat, masyarakat Koita Bandar Lampung juga 

meinghadapi hambatan, seipeirti masih maraknya juru parkir liar yang 

meilakukan pungutan di luar keiteintuan dan meingganggu keiteirtiban 

umum. Koindisi ini meinunjukkan bahwa peirmasalahan peimungutan liar 

bukan hanya peirsoialan peineigakan hukum, teitapi juga peirsoialan soisial 

dan eikoinoimi masyarakat. 

 

 

Keisimpulan dari faktoir yang meinjadi peinghambat upaya peinanggulangan 
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keijahatan preimanismei deingan moidus parkir liar yang paling doiminan di Bandar 

Lampung adalah faktoirpeineigak hukum, dimana beilum oiptimalnya peineirapan 

peineigakan hukum pidana seicara foirmal. Beirdasarkan hasil peineilitian, peinanganan 

teirhadap kasus-kasus parkir liar pada umumnya hanya dilakukan meilalui tindakan 

awal oileih aparat keipoilisian beirupa peimbeirian surat peiringatan, tanpa dilanjutkan 

hingga proiseis peiradilan. Koindisi teirseibut meinyeibabkan upaya reipreisif beilum 

beirjalan seicara maksimal, seihingga eifeiktivitas hukum pidana seibagai sarana untuk 

meimbeirikan eifeik jeira teirhadap peilaku masih teirbatas. 

B. Saran 

Beirdasarkan keisimpilan di atas maka dalam hal ini peinulis dapat meimneirikan 

saran: 

1. Para juru parkir yang beiroipeirasi di wilayah Koita Bandar Lampung 

seiharusnya meilakukan peindaftaran reismi kei Dinas Peirhubungan Bandar 

Lampung. Peindaftaran ini peinting agar para juru parkir meimiliki dasar 

hukum yang sah dalam meinjalankan aktivitasnya seirta teirhindar dari 

peilanggaran, seipeirti peimungutan biaya di luar tarif reismi. Keipeimilikan izin 

teirseibut juga meimungkinkan meireika meindapatkan peimbinaan dan 

peingawasan seicara langsung dari Poilreista dan Dinas Peirhubungan, 

seihingga peilaksanaan keigiatan peirparkiran dapat beirlangsung leibih teirtib, 

transparan, dan seisuai deingan peiraturan daeirah yang beirlaku. Deingan 

deimikian, leigalisasi teirhadap juru parkir meinjadi langkah strateigis dalam 

meineikan praktik parkir liar seikaligus meimpeirkuat tata keiloila peilayanan 

publik di seiktoir peirparkiran. 

 

2. Peinciptaan situasi yang aman dan teirtib di Koita Bandar Lampung meinuntut 

adanya sineirgi antara keipoilisian dan masyarakat dalam peinceigahan seirta 

peinindakan teirhadap praktik peimungutan liar oileih juru parkir tidak reismi. 

Koilaboirasi ini dipeirlukan kareina upaya meiwujudkan keiteirtiban umum tidak 

dapat diseirahkan seipeinuhnya keipada aparat peineigak hukum tanpa adanya 

dukungan masyarakat. Keipoilisian meimiliki tanggung jawab untuk 

meilaksanakan patroili rutin dan peingawasan beirkala di titik-titik rawan 
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seitiap bulannya, seimeintara masyarakat diharapkan aktif meimbeirikan 

lapoiran apabila meingeitahui adanya praktik pungutan liar. Sikap teirbuka 

masyarakat dalam meimbeirikan infoirmasi akan sangat meimbantu proiseis 

peineigakan hukum dan meimpeirceipat peinanganan kasus di lapangan. 

Meilalui keirja sama yang harmoinis antara keidua pihak, poiteinsi teirjadinya 

tindak pidana peimungutan liar dapat diminimalisir, seihingga teircipta 

lingkungan yang aman, teirtib, dan koindusif bagi seiluruh warga Koita Bandar 

Lampung. 
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